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 ABSTRACT  

Article history:  Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penerapan hak 

restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh 

pelaku. Dalam tindak pidana perdagangan orang ini merupakan 

bentuk lain dari perbudakan yang ada di masa lalu, diketahui 

bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak 

pidana yang terorganisir. Selian itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Perbandingan hukum antara hukum 

pidana Islam dan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana terkait 

hak Restitusi terhadap korban perdagangan orang. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Normatif melaui pendekatan perundang-undangan, konseptual 

serta komparatif Dengan pengan teknik pengumpulan data 

melalui studi pustaka (library reseach). Dengan cara inventarisasi 

terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, yang 

digunakan oleh hakim untuk memutuskan hukuman suatu pelaku 

tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan menjatuhi 

hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan 

sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah Restitusi 

sebagai sanksi hukuman denda atau Diyat jika di dalam hukum 

Islam.  Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana 

perdagangan orang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang 

mana hakim dapat memberikan hukuman tambahan denda atau 

diyat sebagai pelengkap. Diketahui bahwa Restitusi dalam hukum 

Islam disamakan dengan Diyat atau denda, yang diterapkan 

sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang 

telah ditentukan oleh Ulil Amri. 
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PENDAHULUAN 

Istilah perdagangan orang atau biasa juga disebut Human Trafficking merupakan bentuk 

lain dari perbudakan yang ada di masa lalu, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang 

merupakan tindak pidana yang terorganisir, maka dari itu kejahatan perdagangan manusia ini 

dengan cepat tersebar luas dan memakan banyak korban. Diketahui banyak sekali penyebab 

terjadinya perdagangan orang dilakukan, anatara lain karena rendahnya sistem pendidikan, 

rendahnya pendapatan ekonomi, dan banyaknya pengangguran. Negara Indonesia secara 

geografis berada diantara benua Asian dan Benua Australian. Hal ini yang menjadikan 

Indonesia berada pada posisi strategis dan terletak di jalur pelayaran  internasional dan 

perdagangan.  Namun  demikian, dengan adanya  potensi  geografis  pada Indonesia ini bisa 

menjadikan ancaman terhadap Indonesia  yang menjadi jalur  lalu lintas  kriminal. Semakin 

berkembangnya  fenomena  kejahatan  sudah  berada  pada level yang  terlampau canggih dalam 

membawa pengaruh di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan tindak pidana perdagangan 

orang merupakan salah satu tindak pidana meluas di Indonesia. 

Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang harus diselesaikan, karena 

merupakan tindakan kejahatan terburuk yang diterima oleh manusia. Karena Indonesia 

merupakan negara hukum, dimana semua kejahatan atau perilaku manusia yang melanggar 

hukum akan diatur oleh negara,  Salah satu ciri bahwa negara Indonesia merupakan  negara 

hukum adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sesuai  bunyi pasal 1 ayat 3 

UUD 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu , 

sebagai negara hukum Indonesia akan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia serta 

kebebasan individu yang diatur oleh konstitusi.  

Masyarakat Internasional menyepakati bahwa tindak pidana perdagangan orang atau 

Human Trafficking merupakan bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)  dan 

masyarakat internasional menyebut perdagangan manusia sebagai bentuk perbudakan modern 

dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi  

memprihatinkan  masalah  tindak  pidan  perdagangan  manusia, terbukti dari data yang ada 

Badan  Pelindung  Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mentebutkan bahwa, dalam  rentah  

waktu  satu  tahun sebanyak 1.900 jenazah dipulangkan ke Indonesia sebagai korban 

perdagangan manusia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  

Pidana  Perdagangan  Orang  telah disahkan pemerintah Indonesia  dengan  pertimbangan  

bahwa  setiap  orang  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak-hak asasi sesuai    

dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang 
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Dasar RI 1945   seperti yang  dicantumkan dalam Pasal  28 A  bahwa: “ Setiap orang  berhak  

untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya” Tindak pidana 

perdagangan orang merupakan semua tindakan yang didalamnya mengandung unsur tindak 

pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam perdagangan orang ini, orang-orang akan 

dihasut dan di iming-imingi dengan janji manis, sehingga banyak dari mereka dengan 

gampangnya menjadi korban dari perdagangan orang.  Diketahui bahwa korban dari kejahatan 

perdagangan orang itu dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan 

kebanyakan dari kalangan perempuan.  

 Restitusi menjadi bentuk kompensasi terhadap korban menjadi konsep yang penting 

dalam  hukum  pidana  internasional. Restitusi juga bisa diberikan dengan  bentuk penggantian 

kerugian materiil dan nonmateriil, juga bisa diberikan  dengan  bentuk  pemulihan  aset.  

Pelaksanaan  pemberian  restitusi  terhadap korban  tindak  pidana perdagangan orang di 

Indonesia ditetapkan  melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 

M.HH-04.PK.01.04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Restitusi kepada Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Untuk menghilangi/mengurangi kesengsaraan korban  beserta sanak  keluarganya, 

korban harus  memperoleh  perlindungan  hukum baik keamanan, pemberian informasi, bantuan 

hukum, pelayanan/bantuan medis maupun kompensasi dan pemberian restitusi. Hak restitusi 

merupakan bentuk pembayaran ganti rugi yang dibebankan terhadap pelaku menurut putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas segala kerugian yang beruN.pa materiil maupun 

inmateriil yang diderita oleh korban maupun ahli waris. 

Adapun dalil yang secara implisit menjelaskan tentang pelarangan tindak pidana 

perdagangan orang disebut dalam Q.S An-Nur ayat 33 

ت  غُوْن   الْكمتٰب   مِمَّا  ٖ   ۗوَ الَّ ذِيميْ    ي  ب ْ ُ ممْ  ف ضْلمه دُوَْن  نمك احًا ح تّٰٰ يُ غْنمي  هُمُ اللّٰٰ وَ لْي سْت  عْفمفم الَّذِيميْ   لَ  يَ م
اتمبُ وْهُمْ  امنْ  ع لممْتُمْ  فميْهممْ  خ يْْاً وََّاٰتُ وْهُمْ  ممٰ ْ  مَّالم اللّٰٰم الَّذِيميْْٓ اٰتٰىكُمْ وَۗ لَ  تُكْرمهُوْا ف  ت  يٰتمكُمْ  م ل ك تْ  ا يْْ انُكُمْ  ف ك 

َ فُوْ ٌ   ر اهمهم َّ  ْْ  َ  عْدم ام
  ْ نْ ي ا وَۗ م ْ  يُّكْرمهْهُّ  َّ ف  امنَّ اللّٰٰ  مم ت  غُوْا ع ر ض  الْْ يٰوةم الدُّ ع ل ى الْبمغ اۤءم امنْ ا  ٌ دْن  تَ  صُّنًا لمٰت  ب ْ

يْم   يْم   ٌَّحم   ٌَّحم
“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, 

sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba 

sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat 

perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah 

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah 

kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 

menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. 
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Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 

(kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” 

 

Berbicara tentang restitusi, dalam agama Islam dikenal dengan istilah Diyat, Diyat 

merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan dalam bentuk harta yang mana wajib 

diberikan oleh pelaku terhadap korban dan ahli warisnya. Tindak pidana perdagangan orang 

dalam Hukum Pidana Islam juga mempunyai kesamaan atau sama-sama dihukum dengan 

hukuman kumulatif. Dalam Hukum Pidana Islam hukum kumulatif yaitu berbentuk saksi tazir 

yang diperkuat dan diperberat dengan Diyat (denda) 

 

Analisis Yuridis Hak Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang Pasal 48 Ayat 1 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Hulkulm pidana dalam mellindulngi hak relstitulsi korban tindak pidana pelrdagangan 

orang telrdapat dalam ulndang-ulndang nomor 21 tahuln 2007 telntang tindak pidana pelrdagangan 

orang, melnjadi belntulk nyata dari nelgara dalam melmpelrhatikan dan mellindu lngi kelpelntingan 

korban tindak pidana pelrdagangan orang telrmasulk ulntulk melmpelrjulangkan hak relstitulsi akibat 

kelrulgian yang didelritanya kelpada pellakul karelna delngan adanya kelbijakan yang telrtulang dalam 

ulndang-ulndang telrselbult melnjadi pijakan ulntulk korban dapat belrulpa melmpelrjulangkan hak 

relstitulsi akibat kelrulgian yang didelritanya kelpada pellakul tindak pidana pelrdagangan orang.  

Tindak pidana pelrdagangan orang melrulpakan keljahatan yang dapat melrulgikan baik 

selcara elkonomi, fisik, melntal maulpuln kelrulgian pelndelritaan traulma yang diselbabkan olelh 

tindak pidana pelrdagangan orang. Keltelntulan melngelnai relstitulsi tindak pidana pelrdagangan 

orang tellah dirulmulskan dalam pasal 48  No. 21 Tahuln 2007 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pelrdagangan Orang. 

1) Seltiap korban tindak pidana pelrdagangan orang ataul ahliwarisnya belrhak 

melmpelrolelh relstitulsi. 

2) Relstitulsi selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) belrulpa gantielrulgian atas: 

a. kelhilangan kelkayaan ataul pelnghasilan; 

b. pelndelritaan; 

c. biaya ulntulk tindakan pelrawatan meldis dan/ataulpsikologis; dan/ataul 

d. kelrulgian lain yang didelrita korban selbagai akibat pelrdagangan   orang. 

3) Relstitulsi telrselbult dibelrikan dan dicantulmkan selkaliguls dalam amar pultulsan 

pelngadilan telntang pelrkara tindak pidanapelrdagangan orang. 
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4) Pelmbelrian relstitulsi selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dilaksanakan seljak 

dijatulhkan pultulsan pelngadilan tingkatpelrtama. 

5) Relstitulsi selbagaimana dimaksuld pada ayat (4) dapat dititipkan telrlelbih dahullul 

di pelngadilan telmpat pelrkara dipu ltuls. 

6) Pelmbelrian relstitulsi dilakulkan dalam 14 (elmpat bellas) haritelrhitulng  seljak 

dibelritahulkannya pultulsan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap. 

7) Dalam hal pellakul dipultuls belbas olelh pelngadilan tingkat banding ataul kasasi, 

maka hakim melmelrintahkan dalam pultulsannya agar ulang relstitulsi yang 

dititipkan dikelmbalikan kelpada yang belrsangkultan. 

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Pembayaran ganti kerugian yang 

dibebankan kepada pelakul berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas 

kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya”  

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya 

transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan prosels hukum 

atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku, kerugian immaterial meliputi kerugian 

akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma 

psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immaterial ini menjadi kendala karena sulitnya 

menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan 

kerugian immaterial. 

Mengenai permasalahan ganti kerugian di negara kita memang sudah diatur yakni pada 

Pasal 48 Undang-undang No. 21 Tahuln 2007 telah mencantumkan perlindungan hukum 

terhadap korban. Sedangkan mengenai tanggung jawab pelakul terhadap korban tindak pidana 

perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-undang  tersebut. 

Sanksi bagi pelaku dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk dalam Pasal 2. 

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan ulang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi 

orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan 
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pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 

tereksploitasi, maka pelakul dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Reparasi korban sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 2 bagi para pelaku kejahatan 

diwajibkan. Bentuk-bentuk reparasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah memberi kepada 

korban atas kesakitannya dan penderitaannya: melakukan restitusi yaitu sebisa mungkin 

mengembalikan korban pada kondisinya sebelum terjadi pelanggaran misalnya, 

mengembalikan hak korban yang telah diambil atau dirusakan, mengembalikan/memulihkan 

hak-hak korban sebagai akibat tindak pidana. Jika bagi pelakul tindak pidana perdagangan 

orang tidak mampu membayar restitusi, maka pelakul dikenai sanksi pidana kurungan 

pengganti paling lama 1 (satu) tahun.  

 Restitusi dalam UUPTPPO adalah mencangkup kehilangan kekayaan atau penghasilan, 

penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain 

yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksuld kerugian lain tersebut 

misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang 

berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. 

Prostitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh 

kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh 

korban. 

Hak Restitusi terhadap Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam  

Hak relistitulsi dikelnal selbagai konselp ganti rulgi ataul delinda telirhadap kelirulgian yang 

dialami olelih korban. Konselp ganti rulgi telrhadap korban di selbultkan baik di dalam al-qulran 

maulpuln hadits dan prinsip-prinsip ulmulm Syari’at Islam, walaulpuln tidak ada istilah yang 

spelsifik melngelnai ganti rulgi dalam fiqh Islam. Telrlalul banyak istilah yang digulnakan selbagai 

pelngganti istilah “ganti rulgi” dalam kitab fiqh klasik, selsulai delngan 𝑢 ̅rf masyarakat fiqh 

seltelmpat dan pelrbulatan yang dilanggarnya. Selbagai contoh ganti rulgi atau l telbulsan karelna 

pellanggaran pelmbulnulhan diselbult di𝑦̅at ataul ulqolah. Kalaul pelngrulsakan atas dari akibat barang, 

selring digulnakan istilah dhaman. Apabilal yang di ganti rulgi itul atas hilangnya barang yang di 

ghasb diistilahkan al- badl, jika barang hilang yang hanya bisa di ganti delngan ulang diselbult al- 

qim𝑎 ̅t. 



The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Desember  2024 

 

131 

 

Melngelnai relstitulsi selndiri dalam hulkulm pidana Islam bisa julga diselbult delngan 

hulkulman delnda (diyat) ataul dalam bahasa Arab diselbult delngan gharamah. Yang dimaksuld 

delngan diyat adalah seljulmlah harta yang dibelbankan kelpada pellakul karelna telrjadi tindak pidana 

pelmbulnulhan ataul pelnganiayaan dan dibelrikan kelpada korban ataul walinya. Dalam delfinisi lain 

diselbultkan bahwa diyat adalah belnda ataul sulatul harta yang wajib dibelrikan pada ahli waris 

delngan selbab mellulkai jiwa ataul anggota badan yang lain pada diri manulsia. Dari delfinisi diatas 

jellaslah bahwa diyat melrulpakan ulqulbah maliyyah ataul hulkulman yang belrsifat harta yang 

diselrahkan kelpada korban ataul kelpada wali, apabila ia suldah melninggal bulkan kelpada 

pelmelrintah. 

Dalam khazanah  fikih  jinayah konsep perlindungan korban tindak pidana (hukum  

pidana Islam) tidak dibahas secara spesifik. Perlindungan korban dibahasakan dengan secara 

umum menggunakan dalil-dalil  yang  memerintahkan  manusia  untuk berbuat baik kepada 

sesama. Secara lebih spesifik dalam sistem hukum pidana Islam (jinayah) konsep perlindungan 

korban hanya ada di dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan 

menerapkan  konsep  diyat. Seperti halnya ayat al-Qur’an yang menjelaskan sistem diyat yang 

diiwajibkan terhadap perilaku pembunuhan terencana yang dimaafkan oleh keluarga korban, 

pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan dalam kasus penganiayaan.  Hal  ini  

dijelaskan  dalam al-Qur’an  Surat  al-Baqarah  [2]  ayat  178 
  ُْ لْْرُمٰ وَ الْع بْدُ يْٰٰٓ ي ُّه ا الَّذِيميْ   اٰم نُ وْا  لٰىۗ ا لْْرُُّ بِم لْع بْدم تمب  ع ل يْكُمُ الْقمص اصُ فِم الْق ت ْ  بِم

ي  ل ه
لَْنُْ ثٰىۗ ف م ْ  عُفم يْهم  مم ْ  ٗ  وَ الَْنُْ ثٰى بِم مِ    ف اتمٰب اع   ش يْء   ا خم عْرُوَْ لْم   ذٰلمك    ۗبِممحْس ان   امل يْهم  ا د اۤء  وَ   بِم

يْم  ا لم  ع ذِي اب   ٗ  ف  ل ه ذٰلمك   َ  عْد   اعْت دٰى ف م  م  ۗوَ  ٌ حْْ ة    ٌَّمَٰكُمْ  ممٰ ْ  تَ ْفميْف     
“…Haii orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan    dengan 

orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan  hamba,  

dan  wanita  dengan wanita. Maka barang siapa   yang mendapat suatu pemaafan dari 

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberikan maaf) membayar (diiyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 

(pula). Yang demikian itu  adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih…”  

 

Dalam kitab fathul bari dalil tentang keharaman memperjual belikan orang merdeka 

terdapat dalam hadist berikut: 

حدثني َشر َ  مرحوم حدثنا يحيى َ  سليم ع  إسماعيل َ  أمية ع  سعيد َ  أبي 
سعيد ع  أبي هريرة  ٌضي الله عنه ع  النبي صلى الله عليه وَسلم قال قال الله ثلاثة أنا 
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يامة  ٌجل أعطى بي ثم َد ٌ وَ ٌجل بِع حرا فأْل ثمنه وَ ٌجل استأجر خصمهم يوم الق
  أجيْا فاستوفِ منه وَلم يعط أجره

“…Dari Sa’id bin Abu Sa’id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 

“Allah berfirman,’Tiga golongon, Aku Menjadi musuh mereka pada hari Kiamat; (l) orang 

yang memberi Otos nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya, (2) orang Yang 

menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) danOrang yang mengupah pekerja 

lalu menyuruh untuk menyempurnakan Pekerjaannya, tetapi tidak membayar upohnya’ …” 

 

Dalam hulkulm pidana Islam (Jinayah) tidak pidana pelrdagangan orang telrgolong 

tindak pidana yang dihu lkulmi delngan ta’zir, karena dalam tindak pidana perdagangan orang 

terdapat kriteria yang menyebabkan tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai jarimah tazir 

yaitu pertama, perbuatannya tersebut dapat timbul sebab akibat dari perbuatan yang seharusnya 

dihukum had, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan had atau terdapat 

syubhat, kedua, perbuatannya tersebut dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya 

dihukum qishash, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat dikenakan qishash disebabkan 

hukuman qishash dimaafkan atau gugur dan yang ketiga, keadaan perbuatannya berdiri sendiri 

maksudnya tidak ada kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hudud dan qishash yang tidak 

memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman. 

Relstitulsi dalam hu lkulm pidana Islam bisa ju lga diselbult delngan hulkulman delnda (diyat) 

ataul dalam bahasa Arab dise lbult gharâmah. Hulkulman delnda telrmasu lk kel dalam salah satu l jelnis 

hulkulman ta’zîr dalam syariat Islam, bisa ju lga melnjadi hu lkulman pokok yang be lrdiri selndiri dan 

dapat pulla digabulngkan de lngan hulkulman pokok lainnya. Pelnjatulhan hu lkulman delnda diselrtai 

delngan hulkulman pokok lainnya bu lkan melrulpakan hal yang dilarang bagi se lorang hakim yang 

melngadili pelrkara jarîmah ta’zîr, karelna hakim dibelrikan kelbelbasan yang pelnu lh dalam masalah 

ini. dalam hal ini hakim dapat me lmpelrtimbangkan belrbagai aspelk, baik yang belrkaitan delngan 

jarîmah, pellakul, situlasi, maulpuln kondisi telmpat, dan waktu lnya. Dalam syariat Islam ju lga tidak 

diselbultkan batas telrtinggi atau l telrelndah dari hu lkulman delnda. Hal ini selpelnu lhnya dise lrahkan 

kelpada hakim delngan me lmpelrtimbangkan belrat ringannya jarîmah yang dilaku lkan pellakul. 

Diyat melrulpakan selbagian dari hu lkulman yang dijatu lhkan olelh hakim atas: pe lrtama, 

orang yang te llah telrbulkti se lcara sah melnulrult hulku lm melmbu lnulh orang Mu lkmin, se lcara tidak 

di selngaja ataul mirip se lngaja. Namu ln, apabila ahli waris korban me lrellakan diyat telrselbult, 

telrhulkulm dan kellularganya tidak wajib me lmbayar diyat telrselbult. Keldula, orang yang te llah 

telrbulkti selcara sah me lnu lrult hulkulm melmbu lnulh kafir dzimmi (orang kafir yang me lngadakan 

pelrjanjian u lntu lk tidak saling me lmelrangi delngan orang Islam). Ke ltiga, orang yang dijatu lhi 

hulkulman karelna qishâsh (pelmbu lnulhan ataul pellulkaan delngan selngaja), teltapi dimaafkan ole lh 
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ahli waris korban. 

Diyat merupakan jarimah Qishash yang dimaafkan. Dalam penerapan ta’zir pada tindak 

pidana perdagangan orang, hakim mempunyai wewenang dalam menentukan besar kecilnya 

hukuman ta’zir tersebut, karena diketahui bahwa jarimah ta’zir bersifat fleksibel dan mengikuti 

keadaan dari suatu perbuatan pelaku. Dengan begitu jarimah ta’zir dapat menerapkan sanksi 

yang lebih berat dari penerapan sanksi Hudud maupun Qishash-Diyat itu sendiri. Ta’zir dapat 

timbul akibat dari suatu perbuatan yang dihukumi Hudud ataupun Qishash-Diyat namun tidak 

memungkinkan dilakukan Hudud atau Qishash-Diyat karena tidak terpenuhinya syarat-syarat 

yang ada dan adanya syubhat dalam pelaksanaannya. Dengan begitu ta’zir dapat menjadi 

hukuman pengganti dari hukuman Hudud dan Qishash-Diyat. 

Belntu lk Pelmbayaran Diyat melnulrult Imam Malik, Imam Abu l Hanifah, dan Imam Syafi’i 

dalam qaull qadim, diyat dapat dibayar delngan salah satu l dari tiga je lnis yaitu l: u lnta, elmas, atau l 

pelrak. Alasan telrselbult didasarkan Hadits yang diriwayatkan ole lh Amr ibn Hazmdari ayahnya 

dari kakelknya bahwa Rasu llulllah SAW me lnullis su lrat kelpada pelnduldulk Yaman, diantara isi 

sulratnya adalah: Selsulnggu lhnya barangsiapa yang me lmbu lnulh selorang mu lkmin tanpa alasan 

yang sah dan ada saksi, ia haru ls diqiṣâṣ kelcu lali apabila kellularga korban me lrellakan 

(melmaafkannya) dan selsu lnggulhnya dalam melnghilangkan nyawa haru ls melmbayar diat, belrulpa 

selratu ls elkor ulnta. 

Para ullama selpakat bahwa hu lkulman qishash wajib dijatu lhkan kelpada pellaku l 

pelmbu lnulhan belrelncana (qatlull ‘amd). Namu ln jika pihak ke llularga korban me lmbelrikan maaf 

dan melminta diyat (telbu lsan) maka pellakul pelmbu lnu lhan telrselbult bisa telrhindar dari hu lkulman 

qishash, dan ia wajib me lmbelrikan diyat. Seldangkan ju lmlah diyat-nya adalah 100 u lnta. Para 

ullama belrsellisih soal u lmu lr ulnta telrselbult. Dalam konte lks ini, misalnya me lnulrult Madzhab 

Syafii—selbagaimana dike lmulkakan Imam an-Nawawi—, diyat dalam kasu ls pelmbu lnulhan 

belrelncana adalah 30 hiqqah (ulnta belrulmulr tiga tahu ln masulk ulmulr elmpat tahu ln), 30 jadza’ah 

(ulnta belrulmulr elmpat tahu ln masulk ulmulr lima tahu ln), dan 40 khalifah (u lnta yang seldang 

bulnting).  

Adapun melnulrult Imam Syafii apabila yang me lnjadi korban pelmbu lnulhan belrelncana 

adalah selorang pelrelmpu lan melrdelka-mulslimah maka diyat-nya adalah selparo dari diyat laki-

laki, yaitu l 15 hiqqah, 15 jadza`ah, dan 20 khalifah. Pelndapat ini melnulrult Imam Syafii tellah 

diselpakati olelh para ullama (ijma`).  

Diyat dibagi me lnjadi dula, yaitu l diyat mu lgholladzah dan diyat mulkhaffafah, yang 

dimaksu ld diyat mulgholladzah adalah selratu ls elkor u lnta, yakni: 30 elkor beltina u lmulr tiga tahu ln 
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masulk tahuln kel elmpat (hiqqah), 30 elkor ulnta beltina u lmulr elmpat tahuln masu lk tahuln kel lima 

(jaza’ah) dan 40 elkor ulnta yang se ldang bulnting (Khalafah). Diyat mulgholladzah adalah selbagai 

ganti rulgi hulkulman qishas yang dimaafkan te lrhadap pelmbu lnulhan selngaja, wajib dibayar se lcara 

tulnai olelh pellakul itul selndiri. Seldangkan u lntu lk pelmbu lnulhan selrulpa selngaja diyat yang 

dibelratkan bisa ju lga dibelbankan kelpada kellularga yang pe lmbayarannya bisa diangsu lr sellama 

tiga tahuln. Seldangkan diyat mulkhaffafah banyaknya se lratu ls elkor ulnta, teltapi dibagi me lnjadi 

lima yaitu l 20 elkor beltina u lmulr satu l tahuln masulk du la tahuln (binti makhaz), 20 elkor ulnta beltina 

ulmulr dula tahuln masulk tahu ln keltiga (binti labu ln), 20 elkor ulnta jantan ulmulr du la tahuln (banu l 

labuln), 20 hiqqah dan 20 jaza’ah. Diyat ini diwajibkan atas pe lmbu lnulhan tidak se lngaja, yang 

belrtanggulngjawab dalam pe lmbayaran diyat ini adalah aqillah, dan bisa dicicil se llama tiga 

tahuln. 

Di dalam hu lkulm Islam hu lkulman Diyat ataul delnda yang ditelrapkan se lbagai hu lkulman 

pellelngkap atau l tambahan dari hu lkulman yang tellah ditelntu lkan olelh Ullil Amri agar pellakul tindak 

pidana melndapatkan elfelk je lra dan tidak melngullangi pelrbulatan telrselbult di kelmu ldian hari. Sama 

halnya di dalam hu lkulm positif dasar yang digu lnakan ole lh hakim u lntu lk me lmultulskan su latu l 

pellakul tindak pidana yaitu l delngan melnjatulhi hulku lman pokok, yaitu l: delngan sanksi pidana 

pelnjara, seldangkan sanksi hu lkulman pellelngkap atau l tambahannya adalah sanksi hu lkulman 

delnda ataul Diyat jika di dalam hu lkulm Islam. Maka relstitu lsi dalam hu lkulm positif dikiaskan 

delngan diyat di dalam hu lkulm Islam dikarelnakan sama-sama belrfulngsi se lbagai hulkulman 

tambahan dan hulkulman pellelngkap dari hulkulman pokok. 

Belrdasarkan pelmaparan di atas rellelvansi antara diyat dan relstitu lsi adalah agar 

telrpelnulhinya hak korban se lbagai orang yang diru lgikan karelna keljahatan tindak pidana 

pelrdagangan orang, de lngan delmikian hu lkulm akan me lnjadi belntelng yang ku lat dalam me lnjaga 

kelamanan dan keltelntraman se llulrulh masyarakat bu lkan saja me lnjadi elfelk jelra bagi para pe llaku l 

tindak pidana dan melngelsampingkan hak korban selbagai orang yang diru lgikan. 

KESIMPULAN 

Dalam hulkulm pidana Islam (Jinayah) tindak pidana pelrdagangan orang telrgolong 

tindak pidana yang dihulkulmi delngan ta’zir. Ta’zir sebagai hukuman pokok dan  delnda (diyat) 

sebagai hukuman pelengkapnya. Keltelntulan telntang belsarnya ulang ataul harta yang haruls 

dibayar ulntulk diyat belrat diseltarakan delngan 100 elkor ulnta delngan kritelria 30 ulnta belrulmulr 4 

tahuln, 30 elkor ulnta belrulmulr 5 tahuln dan 40 elkor ulnta bulnting. Seldangkan diyat ringan 

diseltarakan delngan 100 elkor ulnta delngan kritelria 20 elkor ulnta belrulmulr 4-5 tahuln, 20 elkor ulnta 

belrulmulr 3-4 tahuln, 20 elkor ulnta beltina belrulmulr 2-3 tahuln dan 20 elkor ulnta jantan belrulmulr 2-

3 tahuln, selrta 20 elkor ulnta beltina belrulmulr 1-2 tahuln. 
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Tindak pidana perdagangan orang dalam Ulndang-Ulndang Nomor 21 Tahuln 2007 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana. Dalam pelmbahasan Hak Relstitulsi telrhadap korban tindak 

pidana pelrdagangan orang diatulr dalam Pasal pasal 48 sampai 50 Ulndang-Ulndang Nomor 21 

Tahuln 2007 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelrdagangan Orang. Dan sanksi dalam 

Ulndang-Ulndang Nomor 21 Tahuln 2007 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelrdagangan 

Orang telrmasulk dalam Pasal 2 ayat (1) yaitul dipidana delngan pidana pelnjara paling singkat 3 

(tiga) tahuln dan paling lama 15 (lima bellas) tahuln dan pidana delnda paling seldikit Rp. 

120.000.000.00 (selratuls dula pullulh julta rulpiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (elnam 

ratuls julta rulpiah).  
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